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ABSTRAK : bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan 

terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan 
bertanggungjawab, perlu menetapkan standar operasional 

prosedur jaringan dokumentasi dan informasi hukum di 
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung; 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bandung ini : 

 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Presiden 
Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor: 533/ HK.04-Kpt/03/KPU/XI/ 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota. 

 Dalam Keputusan KPU Nomor 15/HM.06-
Kpt/3204/Kab/II/2021 di atur tentang : 

 Standar operasional prosedur jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Bandung. 

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak 1 Februari 2021 

 

 


